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BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR |JTAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAMPUNG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,
NZ

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan
Pasal 44 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2015, perlu adanya
standar bagi Pemerintah Kampung dalammenyusun dan
menyajikan laporan keuangan kampung sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi;

b. bahwa_ berdasarkan- pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kampung;

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6.

V

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas_ Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9,

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa; 4
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Menetapkan :

11.
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13.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 15);
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.3.~—

Kampung adalah desa di Kabupaten Aceh Tamiang,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.

Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam
dibantu oleh Perangkat Kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kampung.

5.

Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan

6.

rumah tangga sendiri.
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7. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok
Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung,
Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

8. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang
selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

10.Entitas Pelaporan adalah entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

11.Entitas Akuntansi adalah Pemerintah Kampung
pengguna anggaran/pengguna barang dan_ oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan.

S

12. Kebijakan Akuntansi kampung adalah kebijakan yang
ditetapkan dengan tujuan mengatur prinsip penyusunan
dan penyajian pelaporan keuangan Pemerintah
Kampung dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Kampung terdiri atas :

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, mengatur defenisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan
transaksi atau peristiwa.

(4) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada
Kampung dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan, wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi
Kampung.

(5) Kebijakan Akuntansi Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

4Peraturan Bupati ini.
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(5) Kebijakan Akuntansi Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai_ berlaku pada _tanggal
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 6 OkbOber 2017M
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BUPATI ACEH
TAMIANG, _§

He ears
Diundangkan di Karang Baru. -———ess- HAMDAN SATI

pada tanggal, 20 Oktober 2017M
30 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH T:y
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BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017 NOMOR | 7


